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Keasertivan China sejak tahun 2010 dalam mengklaim 88 persen wilayah Laut China Selatan 
(LCS) (termasuk sebagian wilayah perairan Indonesia) disebabkan setidaknya oleh tiga faktor. 
Pertama, Laut China Selatan merupakan perairan yang menjadi urat nadi pelayaran dunia yang 
menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kedua, di tengah potensi krisis energi 
dunia, di bawah Laut China Selatan terkandung sumber daya minyak bumi dan gas alam 
dengan jumlah yang relatif besar. Terakhir, sebagai negara yang telah besar secara ekonomi, 
teknologi dan militer; China berperilaku selayaknya hegemon regional lainnya yang cenderung 
memaksakan kepentingannya kepada negara lain yang lebih lemah. Klaim nine dashed-lines 
sepihak China telah direspons Amerika dan koalisinya dengan konsep Free dan Open Indo-
Pacific (FOIP) yang menekankan aspek kebebasan bernavigasi di perairan bebas (high seas) di 
Laut China Selatan. Konsep FOIP ditentang China karena menganggap sebagian besar LCS 
adalah peraian teritorial China. Sementara Indonesia dan ASEAN menawarkan konsep 
tandingan FOIP yang dinamakan ASEAN Outlook for Indo-Pacific (AOIP). AOIP memandang 
LCS sebagai platform kerja sama negara-negara di Indo-Pasifik untuk membangun perdamaian 
dan kesejahteraan di kawasan. Konsep AOIP selaras dengan prinsip ASEAN yang dalam sektor 
keamanan berorientasi untuk berupaya untuk menghindari konflik dan mengedepankan 
diplomasi damai. Kajian ini ditujukan untuk dapat memahami posisi dan respons Indonesia 
dalam menyikapi rivalitas hegemonik antara China dan Amerika Serikat di Laut China Selatan, 
terutama dikaitkan dengan arah kebijakan sektor keamanan nasional Indonesia dan visi 
Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN 2025. Kajian ini berupaya mengamati secara kritis 
disparitas antara arah kebijakan dan implementasinya dalam tataran instansi teknis Pemerintah 
Indonesia.  
 





Sengketa di Laut China Selatan (LCS) telah menjadi isu sentral di kawasan IndoPasifik, karena 
melibatkan rivalitas antara hegemon global (Amerika Serikat) dan hegemon regional (China). 
Isu ini mulai mengemuka di tahun 2012, saat China secara asertif mengklaim peta laut yang 
dilansir di tahun 1948 dan saat itu disetujui oleh Amerika Serikat dan China masih dikuasai 
kelompok nasionalis pimpinan Chiang Kai Shek(Saragih, 2018). Wilayah perairan yang 
diklaim bernama Sembilan Garis Putus menuai sengketa dengan lima negara pengklaim 
(claimant states) lainnya, yaitu Vietnam, Filipina, Taiwan, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 
Namun sengketa itu juga menyeret negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, 
Australia dan India – yang memiliki kepentingan geopolitik dan geoekonomi di Laut China 
Selatan(Darajati, Adolf, & Idris, 2018). Peningkatan hardpower dalam mendukung diplomasi 
di LCS juga semakin mengemuka. Sejak tahun 2012, China telah membangun setidaknya tujuh 
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pulau buatan di LCS, yaitu Mischief Reef, Scarborough Reef, dan lain sebagainya(Maksum, 
2017).  Pulau-pulau tersebut kemudian dibangun untuk menjadi instalasi militer dan sebagian 
di antaranya memiliki landasan pesawat terbang sepanjang tiga kilometer.  Sementara pada 
bulan November 2017, empat negara besar, yaitu: Amerika Serikat, Jepang, India dan Australia 
membangkitkan kembali kerja sama pertahanan yang disebut The Quadrilateral Security 
Dialogue yang disingkat the Quad(Gindarsah, 2015).  
Setiap tahunnya the Quad mengadakan latihan perang laut yang disebut Exercise 
Malabar. Tujuan the Quad adalah mengimbangi kekuatan militer China, terutama di Laut China 
Selatan. Dengan nilai strategis yang dimiliki Laut China Selatan, tentu menjadi sangat wajar 
bagi AS dan China untuk bersaing dalam menguasai wilayah tersebut. Kedua negara memiliki 
perbedaan cara pandang terhadap LCS. Amerika Serikat yang mengedepankan hukum 
internasional yang memandang LCS sebagai laut bebas (high seas)(Hermawan Bangun, 2021). 
Sedangkan China menggunakan faktor sejarah (peta 1948 yang disetujui AS kala itu) sebagai 
dasar klaim. Namun dibalik itu, tentunya faktor  geopolitik dan geoekonomi lebih mendominasi 
perilaku bangsa-bangsa yang berkepentingan pada LCS. Mempertimbangkan kompleksitas 
masalah konflik di Laut China Selatan, bukan tidak mungkin di masa depan, Indonesia akan 
berada dalam posisi yang sulit untuk terus memediasi setiap negara terkait. Tantangan 
Indonesia ke depan akan semakin sulit. Konflik harus diakui bahwa dalam hal politik, perairan 
Laut China Selatan juga penting bagi negara-negara besar lainnya, terutama Amerika Serikat, 
dan China, dan kondisi ini tentunya akan memberikan tantangan bagi Indonesia. Keterlibatan 
AS, dan klaim China menjadi poin utama dalam melihat dinamika konflik. Oleh karena itu, 
perlu kehadiran Indonesia di antara kedua negara dalam kerangka kerja sama 
multilateral(Novianto, Firmansyah, & Pratama, 2020).  
Oleh sebab itu, untuk mempertahankan eksistensinya, Indonesia perlu mengkaji dengan 
seksama dinamika yang terjadi di LCS. Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus 
memanfaatkan forum-forum terpandang di ASEAN seperti East Asian Summit (EAS) dan 
ASEAN Regional Forum (ARF) untuk menurunkan tensi keamanan di Asia Timur – dan secara 
paralel menyelesaikan segenap persengketaan perbatasan intramural ASEAN agar ASEAN 
dapat meningkatkan kohesi dan sentralitasnya dalam menawarkan resolusi yang efektif untuk 
sengketa di LCS(Fajri, 2020). Namun bagi Indonesia, untuk menjaga stabilitas di kawasan akan 
mengharuskan Indonesia untuk tetap dekat dengan AS, menjaga hubungan yang kuat dengan 
China, selain kepemimpinan regional untuk memperkuat posisi ASEAN(Sutrisno & 
Meirinaldi, 2020). Upaya Indonesia untuk menghindari terjepit di antara Amerika Serikat dan 
China dapat dianggap berasal dari dilema tentang komitmen jangka panjang Amerika Serikat 
terhadap wilayah tersebut dan untuk menegakkan norma berbasis aturan 
internasional(Damayanti, Mikayla Putri, Wahyuni, Prayoga, & Kevin N.W., 2019) 
Di sisi lain, Indonesia akan menghindari masuk ke dalam aliansi dan akan terus dalam 
hubungan dekat dengan AS dan China. Indonesia menempatkan diri sebagai negara yang 
penting untuk menjaga stabilitas regional dan untuk memfasilitasi kerja sama(Itasari & 
Mangku, 2020). Dengan penguatan institusi regional, Indonesia berharap untuk “terlibat dan 
membatasi” China dan AS (Hamilton-Hart & McRae, 2015). Hal tersebut tentu saja tidak 
mudah mengingat kedua negara memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi serta 
keamanan bagi Indonesia dan kawasan. Titik awal Indonesia dalam hubungannya dengan AS 
dan China adalah kebijakan luar negeri “bebas dan aktif”, di mana Indonesia menghindari 
aliansi dengan negara-negara besar dan bertujuan untuk bermain konstruktif, peran proaktif 
dalam urusan internasional(Amalia, 2020). Karakter kebijakan keamanan Indonesia yang tidak 
berpihak ke pihak manapun menjadi dasar kuat bagi Indonesia untuk menengahi konflik kedua 
negara sekaligus menjadi kekuatan yang dipercaya bagi semua pihak yang berkonflik. Bagi 
Indonesia, hal itu menunjukkan bahwa sementara China memiliki menjadi lebih penting 
Jurnal Sains Sosio Humaniora                                                                      P-ISSN: 2580-1244 
Volume 4 Nomor 2 Desember 2020              E-ISSN: 2580-2305 
 
 
LPPM Universitas Jambi                                                                                       Halaman | 999 
 
sebagai mitra ekonomi, sementara hubungan dengan AS lebih substantif pada masalah 
keamanan(Sulistyani, Pertiwi, & Sari, 2021). Namun, kedua kepentingan Indonesia akan 
terganggu jika Indonesia tidak dapat memainkan perannya atau justru Indonesia tidak melihat 
peluang untuk memanfaatkan situasi konflik dan kompetisi tersebut. Hal itu tentu saja akan 
merugikan Indonesia dari sisi keamanan, baik secara regional maupun secara nasional. 
Penelitian ini melakukan analisis lebih mendalam terkait Rumusan kebijakan keamanan 
Indonesia paling efektif dalam memelihara keamanan domestik dan regional dari dampak 
ekskalasi rivalitas hegemonik China dan Amerika Serikat di LCS dan mengidentifikasi strategi 
keamanan Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan regional dari dampak ekskalasi 





Dalam melakukan analisis terkait Kebijakan Keamanan Indonesia di Tengah Persaingan China 
dan Amerika Serikat di Laut Cina Selatan, metode penelitian yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif(Moleong, 2017). Hal ini dikarenakan melalui pendekatan kualitatif, 
peneliti dapat melihat faktor kebijakan keamanan sebuah negara dalam level regional maupun 
nasional. Disamping itu, data-data non-numerik dianggap lebih bermanfaat. Karena, penelitian 
inimembutuhkan uraian dan interpretasi mengenai keterhubungan antara konsep 
dengan fenomena sosial yang diangkat, yang mana penjelasan tersebut tidak bisa 
didapatkan dari data-data numerik. Alur penelitian deduktif dipilih untuk 
menunjukkan konstelasi faktor kebijakan keamanan yang mendorong dan 
menjelaskan peran Indonesia baik dalam level regional maupun nasional(Sugiyono, 2015). 
Jenis data yang digunakan hanya sekunder karena penelitian ditempatkan 
sebagai upaya awal untuk menggunakan perspektif geografis dalam menganalisis 
kebijakan keamanan Indonesia. Data sekunder ini diperoleh dari literatur-literatur 
terkait masalah yang berhubungan dengan kebijakan keamanan melalui jurnal internasional 
dan nasional.  
 
Teknik Pengumpulan Data 
Untuk melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik kepustakaan dalam 
memperoleh data dan informasi mengenai situasi perimbangan kekuatan di Laut China Selatan 
antara China, Amerika Serikat, negara-negara terkait dan Indonesia; kekuatan internal dan 
relatif dari negara-negara di atas. Disamping itu, untuk memperdalam data peneliti 
menggunakan teknik dokumentasi(Bowen, 2009). Teknik ini dilakukan untuk menelaah 
naskah perjanjian bilateral dan multilateral yang didapat dari kantor Kementerian Pertahanan 
Republik Indonesia. Selain itu, teknik wawancara digunakan oleh peneliti agar dapat 
mendalami informasi yang dapat dijadikan pengetahuan dan pengalaman yang relevan(Braun 
& Clarke, 2019). Wawancara dilakukan dengan ahli kebijakan keamanan dan perjanjian 
bilateral serta multirateral. Sehingga, proses wawancara dilakukan untuk memperoleh 
pemahaman yang berhubungan dengan kekuatan internal dan alignment. Kekuatan ini tidak 
hanya di Indonesia melainkan juga China yang mempengaruhi tingakan asertif di Perairan 
Natuna. Setelah melakukan wawancara, analisis wacana juga dikembangkan dalam penelitian 
ini sebagai dasar untuk menganalisis pertimbangan yang melatarbelakangi proses pengambilan 
keputusan para pemimpin. Keputusan yang diambil salah satunya adalah potensi konflik di 
Laut China Selatan. 
 
Teknik Analisis Data  
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Teknik analisis data dalam proses penelitian ini menggunakan reduksi data(Fitrah & Luthfiyah, 
2017). Sehingga, data-data sekunder yang diperoleh peneliti kemudian direduksi dengan cara 
merangkum hasil analisis kepustakaan, dokumentasi, serta wawancara mendalam. Setelah 
melakukan perolehan data, peneliti memilih hal-hal yang pokok dalam penelitian dengan 
memfokuskan pada kebijakan keamanan. Lalu, peneliti mencar tema dan pola yang 
berhubungan dengan kebijakan keamanan Indonesia di tengan persaingan China dan Amerika 
Serikat tepatnya di Laut Cina Selatan. Selanjutnya, data yang direduksi telah memberikan 
gambaran terkait kebijakan keamanan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, peneliti 
menginterpretasikan data dengan memaknai dan menerjemahkannya sehingga data tersebut 
dapat dimengerti. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
Posisi Indonesia atas Sengketa di Laut China Selatan 
Sebagian dari masyarakat Indonesia tidak bisa memandang Cina secara objektif lagi, karena 
adanya kesenjangan sosial ekonomi dan rasisme kolonial yang dipupuk sejak zaman Belanda. 
Ketika zaman itu, pribumi disimpan di lapisan terbawah, sedangkan etnis Cina berada di 
atasnya meskipun masih di bawah kulit putih. Ketika Indonesia merdeka, rasis peninggalan 
kolonial tidak diubah, malah dilestarikan dan dijadikan senjata bagi kepentingan tertentu. Etnis 
Cina dijadikan sasaran serangan berdasarkan rasial dan diskriminasi di berbagai sejarah 
ketidakstabilan politik di Indonesia(Hatherell & Welsh, 2017). Konsep pribumi dan 
nonpribumi dijadikan dikotomi yang permanen. Image Cina di Indonesia menjadi buruk, 
karena seolah ada rasa ingin balas dendam atas penindasan oleh kasta yang dahulu dibuat 
kolonial. Di hampir setiap pergolakan politik di Indonesia, sasaran kemarahan masyarakat 
ditujukkan kepada etnis minoritas Cina yang berjumlah antara satu hingga enam persen dari 
total populasi di Indonesia(Meyer, Nurmandi, & Agustiyara, 2019). Hal ini berdasarkan hasil 
penelitian Heryanto dalam (Muliono, 2020) yang menunjukkan bahwa pada tahun 1947 etnis 
Tionghoa menjadi korban kekerasan politik rasis besar-besaran, termasuk pembunuhan dan 
pemerkosaan. Kemudian ada pula kekerasan rasial, pembakaran rumah dan tempat bisnis 
terhadap etnis Cina pada tahun 1998. Seiring jatuhnya rezim orde baru yang konon menandai 
dimulainya era demokrasi dan HAM yang lebih baik dan terbuka(Yudha, 2020). Sayangnya, 
era tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh etnis minoritas Cina(Pitoyo & Triwahyudi, 
2018). Disisi lain salah satu kasus terbesar pasca orde baru adalah ketika Basuki Tjahaja 
Purnama, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ahok, seorang keturunan Tionghoa, secara 
tidak biasa menjadi tokoh unggul di politik Indonesia karena kemampuannya(Hatherell & 
Welsh, 2017). Hal ini seolah menghalau pandangan minoritas tidak bisa memimpin di 
Indonesia. Sayangnya, pandangan identitas terhadap latar belakang etnisnya yang berbeda tetap 
terjadi.  
Isu tersebut berpotensi membuat pro-kontra di dalam negeri Indonesia apabila 
pemerintah dinilai cenderung berpihak kepada Cina, baik dalam hal BRI maupun dalam 
sengketa Laut Cina Selatan. Meskipun pandangan pemerintah dan masyarakat bisa saja 
berbeda, tetapi kondisi politik di dalam negeri ini yang nantinya akan turut membentuk 
kebijakan luar negeri Indonesia. Mengingat besarnya nilai perdagangan antara Indonesia dan 
Cina(McRae, 2019). Selain itu, kekuatan Cina yang semakin besar dalam perpolitikan dunia, 
Amerika Serikat adalah satu-satunya yang bisa menggantikan Cina dalam menjamin keamanan 
dan perdagangan internasional Indonesia. Terlebih tahun 2019 Amerika Serikat adalah salah 
satu negara penyumbang surplus nonmigas terbesar bagi Indonesia(Jayani, 2019). Yang 
menjadi dilema adalah Indonesia memiliki hubungan diplomatik dengan kedua negara sejak 
lama (dengan Amerika Serikat selama 70 tahun, dengan China 69 tahun) dan Indonesia 
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membutuhkan keduanya dalam berbagai bidang, terutama perekonomian dan keamanan. 
Kesulitan untuk tidak boleh condong kepada salah satu di antara Amerika Serikat dan Cina, 
membuat Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil sikap, karena akan mempengaruhi 
posisi Indonesia di dunia internasional(Dipua et al., 2020). 
Posisi Indonesia di dalam konflik Laut Cina Selatan tentu juga didasari kepentingan 
nasional, asas bebas aktif yang dipegang, mencoba senetral mungkin dan untuk ikut 
memelihara perdamaian dunia. Terlebih, amannya daerah Laut Cina Selatan, akan turut 
menstabilitaskan keamanan Indonesia yang akan berdampak pada pertumbuhan perekonomian 
Indonesia(Purbrick, 2018). Selain karena besarnya angka perdagangan antara Indonesia dan 
Cina, juga karena Laut Cina Selatan adalah potensi bagi perekonomian dunia yang bisa saja 
Indonesia mendapatkan keuntungan di dalamnya. Sebut saja jalur pelayaran, minyak, gas, 
mineral, perikanan, dan masih banyak lagi. Dalam turut sertanya menyelesaikan konflik, 
Indonesia tidak hanya berperan sebagai satu negara, tetapi juga sebagai anggota ASEAN. 
Sebagai salah satu negara terbesar, pendiri, dan pemimpin alami ASEAN, Indonesia dapat 
bergerak lebih leluasa dan memperoleh dukungan anggotaanggota lain. Singkatnya, posisi 
Indonesia cukup strategis di ASEAN dan bisa menggunakan ASEAN dalam penyelesaian 
sengketa Laut Cina Selatan(Emmers, 2014). 
Sejalan dengan hasil penelitian Putri, Pambudi, dan Adriyanto (2020) posisi di ASEAN 
itu telah dikonversi menjadi berbagai aksi dan kemungkinan aksi ke depannya. Sudah ada 
upaya-upaya yang dilakukan Indonesia mengenai sengketa Laut Cina Selatan sejak akhir 1980-
an.  Disisi lain, Indonesia menunjukkan bahwa dalam implementasi posisinya di sengketa LCS 
merupakan Creation of an Eminent Person Group. Hal ini berhubungan dengan suatu 
kelompok pendukung bagi workshop yang dicetuskan Indonesia. Oleh karena itu, grup ini 
melibatkan negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik. Negara tersebut adalah Singapura, 
Indonesia dan Thailand sebagai perwakilan dari ASEAN. Untuk menjadi mediator di antara 
pihak yang bersengketa(Anton, Agus, & Achluddin, 2021). Meskipun formula ini diharapkan 
dapat membuat dialog politik antar negara menjadi semakin terbuka, tetapi formula ini 
mungkin saja ditolak oleh Cina, karena kepentingannya di Laut Cina Selatan akan 
dipertentangkan oleh blok ASEAN, yang bisa saja dianggap berpihak pada negara ASEAN 
lainnya yang juga bersengketa dengan Cina di kasus ini(Putri & Pambudi, 2020).  Karena 
Indonesia menempatkan dirinya dalam posisi yang tidak berpihak dalam kasus Laut Cina 
Selatan, maka Third Party Mediation menjadi mekanisme lainnya yang diinisiasi Indonesia. 
Mekanisme ini diharapkan mampu menggantikan peran International Court of Justice (ICJ). 
Hal ini disebabkan Cina diprediksi akan menolak penyelesaian sengketa LCS melalui ICJ, 
karena akan membuat konflik LCS menjadi terinternasionalisasi dan membuat posisi Cina 
turun dan sejajar dengan negara-negara lain yang masuk dalam sengketa.  Terlepas dari 
keanggotaannya di ASEAN, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam sengketa 
LCS(Sobarini, Amalia, Nurmala, Syukur, & Wisesa, 2021). Hal ini dikarenakan Indonesia 
tidak mengklaim wilayah sengketa dan tidak memiliki sejarah konflik mengenai kelautan 
dengan Cina. Namun berbanding terbalik dengan Filipina dan Vietnam. Kemudian, Indonesia 
selalu mengambil posisi netral dalam sengketa Laut Cina Selatan yang ditampilkan melalui 
sikap tidak pernah secara jelas memberikan dukungan kepada Amerika Serikat maupun Cina 
di kawasan. 
 
Dampak Sengketa LCS Untuk Stabilitas Keamanan Di Kawasan Asia Tenggara 
Perkembangan tensi politik di LCS menjelaskan posisi China berhadapan dengan negara-
negara pengklaim, di sisi lain, China juga menghadapi situasi kompetisi dengan AS, dan 
negara-negara lain yang juga memiliki kepentingan geopolitik(Pramono, Darmawan, 
Deffinika, & Soelistijo, 2020). Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa posisi China menjadi 
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alasan sentral bagi setiap negara untuk membangun sebuah bentuk interaksi kerja sama baik 
kerja sama dengan China maupun kerja sama dalam menghadapi China.  Persoalannya, kerja 
sama keamananan yang terbentuk dalam mencapai kepentingan geopolitik tidak melulu 
didominasi dengan langkah militer, kerja sama keamanan, dan aliansi, namun juga mendorong 
terciptanya bentuk interaksi kerja sama yang bersifat politik dan ekonomi. Perkembangan 
alignment tersebut menjelaskan dinamika kestabilan politik dan keamanan yang ada di 
kawasan LCS(Radityo, Rara, Amelia, & Efraim, 2019). 
Dinamika kerja sama yang pertama antara Filipina dengan China. Filipina yang dalam 
beberapa hal berkonfrontasi dengan China, terutama terkait dengan konflik kedaulatan, tidak 
menjadi alasan bagi Filipina untuk melakukan langkah yang lebih “soft” terhadap China. 
Filipina dan China menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dalam Kerja sama 
Pengembangan Minyak dan Gas, menunjukkan kesediaan kedua negara untuk mengeksplorasi 
pengembangan bersama sebagai jalur menuju kolaborasi, meskipun terjadi perselisihan 
teritorial di antara keduanya(Ramdhani, Naim, & Sumardi, 2019). Pengembangan bersama 
sebagian besar dibingkai pada persoalan hukum, baris Laut China Selatan, geopolitik, dan 
masalah keamanan yang berpusat pada negara. Namun, belum ada diskusi yang luas tentang 
kontribusi potensial dari pemangku kepentingan non-negara yang dapat membuat perjanjian 
pembangunan bersama berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan kurang politis 
Selain itu, bentuk kerja sama dalam eksplorasi sumber daya untuk mempertegas 
kedaulatan dan kepemilikan sumber daya juga dilakukan oleh Malaysia dan Vietnam. Kedua 
negara tersebut membangun kerja sama sejak lama, bahkan sebelum dimulainya klaim China 
di wilayah LCS(Saragih, 2018). Perjanjian pembangunan bersama tahun 1992 antara Malaysia 
dan Vietnam dalam klaim mereka yang tumpang tindih di Teluk Thailand yang kaya gas. 
Namun, kerja sama antara negara-negara yang memiliki kepentingan, tidak hanya pada 
persoalan eksplorasi minyak, namun justru banyak kerja sama yang mengarah pada 
keamanan(Tasya, Rahmasari, Alfarizhi, & Michael, 2021). Dalam kerja sama yang ditujukan 
secara spesifik dalam menghadapi China, AS menggandeng Singapura. Singapura merupakan 
negara yang juga menghadapi klaim China yang dianggap membahayakan posisi Singapura. 
Selain menggandeng Singapura, AS juga mengikutsertakan Filipina. Sebuah negara di kawasan 
yang secara terang-terangan berkonflik dengan China tidak 
hanya terkait kedaulatan negara yang dicaplok China, namun juga konflik di 
perairan terkait penangkapan ikan yang berimbas pada peningkatan tensi konflik 
politik dan militer yang cukup tinggi(Al-Attar, Warno, & Hardiwinoto, 2017). Dinamika kerja 
sama yang tidak hanya terjadi pada level aliansi, namun juga kerja sama eksplorais sumber 
daya alam, kerja sama keamanan, kerja sama operais militer bersama, telah menjadi bagian 
dari dinamika perkembangan keamanan antar negara-negara berkepentingan, baik dengan 
China maupun menghadapi China. Langkah koalisi antar negara-negara yang bertujuan untuk 
melakukan perimbangan kekuatan telah menjelaskan intensitas dinamika kerja sama keamanan 
yang menggambarkan kompleksitas isu keamanan di LCS. Dengan adanya ASEAN, posisi 
tawar Indonesia dalam percaturan politik dunia kian penting, terutama dalam level yang lebih 
tinggi laigi seperti di PBB, WTO, APEC, dan IORA. Suara Indonesia seakan mewakili suara 
ASEAN. Situasi tersebut tidak muncul seketika. Rekam jejak diplomasi Indonesia dalam dan 
untuk ASEAN, baik secara formal maupun informal, telah menempatkan Indonesia di posisi 
yang terhormat di ASEAN. Hal tersebut menjadi suatu tradisi bagi birokrasi dan diplomat 
Indonesia untuk selalu dapat mempertahanankan imej yang terbangun(Putri & Pambudi, 2020).  
Indonesia sendiri merupakan negara penting yang dukungannya terus menjadi bahan 
perebutan. Sejalan dengan McRae (2019) jika di satu sisi, Amerika Serikat dianggap sebagai 
negara penyeimbang di kawasan Asia Pasifik oleh negara‐negara di kawasan yang merasa 
terancam dengan perilaku China. Namun di sisi lain, China dapat memandang Indonesia 
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sebagai negara penyeimbang dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Sedangkan sesuai 
dengan kondisi di Amerika Serikat sendiri, dukungan Indonesia terus dicari sebagai mitra untuk 
menjaga kestabilan di Asia Tenggara(Putri et al., 2020). Karena itulah, Indonesia harus 
memikirkan kebijakan yang konstruktif, yang bisa memperkuat posisinya, namun sekaligus 
juga menjaga agar kepentingannya tetap terjaga, dan untuk menjawabnya, bagian berikut akan 
mendiskusikan lebih lajut mengenai Jalan Sutera Maritim dan disambung dengan diskusi 
tentang Poros Maritim Dunia.  Pola the S-Curved Trajectory (SCT) menjelaskan mengenai 
konsolidasi nasional yang dilakukan China terhadap pembangunan infrastruktur, 
dikombinasikan dengan formasi ketenagakerjaan yang kompetitif sehingga mampu 
menghasilkan pembangunan ekonomi nasional yang signifikan(Erickson, 2012). Sinerginya 
tampak pada dukungan pemerintah dalam hal penyederhanaan regulasi atas bidang unggulan 
yang menghasilkan pengembangan bidang teknologi, militer, dan political power, yang mampu 
memfasilitasi kebutuhan domestik sekaligus memberi pengaruh non-domestik. Dari sinilah 
secara jeli dan cerdas China mampu melihat peluang hampir di seluruh negara yang 
bersentuhan dengan Jalur Sutra Maritim (terkecuali beberapa negara di Eropa Barat) yang 
membutuhkan fasilitas infrastruktur. Situasi ini dapat dinamakan dengan infrastructure 
diplomacy(Dipua et al., 2020).  
China juga telah secara terbuka menawarkan konvergensi antara Jalur Sutra Maritim 
dan Poros Maritim Dunia. Jalur Sutra Mandiri jelas memanfaatkan jalur Selat Malaka sebagai 
jalur lalu lintas niaga laut yang terpadat saat ini (sekalipun rawan perompakan dan memiliki 
akses ke central-hub Singapura dengan fullmodern port facilities)(Kartini, 2016). Jalur Sutra 
Mandiri diharapkan juga dapat menjangkau Palembang (yang menurut catatan sejarah pada 
sekitar abad ke-7, wilayahnya telah dimanfaatkan China sebagai “transit-port” menuju India, 
dan sebagai pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara). Bagi Indonesia, tawaran 
konvergensi Jalur Sutra Maritim-Poros Maritim Dunia ini terlalu berharga untuk ditolak. 
Indonesia harus lebih banyak menyesuaikan diri dan merespons dengan pola pikir yang lebih 
visioner. Sekalipun Palembang tidak termasuk dalam prioritas toll-laut Poros Maritim Dunia, 
namun perencanaan strategis Poros Maritim Dunia (khususnya pilar ke-3 PMD) sedapat 
mungkin diharapkan mampu merevitalisasi pelabuhan Palembang. Sehingg, paling tidak pada 
dua aspek comemorized history, yaitu: pusat lalu lintas kapal ke pelabuhanpelabuhan di Malaya 
dan yang akan ke India; serta pusat-politik yang menguasai pelayaran/perairan 
antarnusa(Radityo, Rara, Amelia, & Efraim, 2019). Singkatnya, ambisi China untuk 
mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai keutuhan wilayahnya dan strategi China 
untuk mempertahankan keamanan jalur perdagangannya menyebabkan kepentingan China dan 
negara‐ negara di Asia Tenggara pun bertubrukan. China saat ini merupakan mitra yang sangat 
dinikmati akibat potensi kekuatan ekonominya, namun juga sebagai ancaman yang luar biasa, 




Masalah perbatasan merupakan sesuatu hal yang memiliki potensi untuk menciptakan konflik 
antar negara di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan 
bahwa adanya masalah terkait perbatasan memiliki dimensi historis dan politis. Oleh karena 
itu, karakter kebijakan keamanan Indonesia yang tidak berpihak ke pihak manapun menjadi 
dasar kuat bagi Indonesia untuk menengahi konflik kedua negara sekaligus menjadi kekuatan 
yang dipercaya bagi semua pihak yang berkonflik. Bagi Indonesia, hal itu menunjukkan bahwa 
sementara China memiliki menjadi lebih penting sebagai mitra ekonomi, sementara hubungan 
dengan AS lebih substantif pada masalah keamana. Dimasa yang akan datang, bila Indonesia 
ingin mengukuhkan perannya sebagai pemimpin di ASEAN, diperlukan untuk 
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mempertimbangkan beragam langkah penyelesaian sengketa perbatasan. Hal ini dikarenakan 
sejak dulu masalah itu muncul, belum ada titik temu secara menyeluruh diantara negara-negara 
ASEAN sendiri. Sengketa perbatasan ini dapat terekskalasi menjadi konflik bersenjata jika 
tidak dikelola dengan baik. Sehingga, yang tidak mustahil akan meruntuhkan kredibilitas 
lembaga ASEAN. Manakala penyelesaian sengketa perbatasan antar negara anggota ASEAN 
telah tuntas, maka selanjutnya perlu diadakan peta batas wilayah seluruh negara anggota 
ASEAN lengkap dengan titik-titik koordinatnya. Peta tersebut kemudian selain dideklarasikan 
di tingkat ASEAN harus kemudian dideklarasikan dalam forum PBB untuk menjadi acuan 
internasional. Jika ada pihak yang bersengketa atas peta ASEAN, maka penyelesaiannya harus 
melalui forum ASEAN, dan bukan lagi secara bilateral. Dengan begitu, regionalisme ASEAN 
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